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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Metode penelitian untuk menentukan sampel 

menggunakan purposive sampeling. Data sampel yang diperoleh sebanyak 20 Kabupaten/Kota dari 

27 Kabupaten/Kota dengan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015 – 2019 pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian menjukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil berpengaruh signifikan 

positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus berpegaruh signifikan negatif 

terhadap Belanja Modal.   

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal 

 
 

Abstract 

This study aims to find out the influence of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and 

Revenue Share Fund on Capital Expenditure. Research method to determine the sample using 

purposive sampeling. The data sample was obtained from 20 regencies / cities out of 27 regencies / 

cities with 5 years of observation period from 2015 - 2019 in districts / cities in West Java province 

using regression of Panel (data) analysis. The results showed that the General Allocation Fund and 

Revenue Share Fund had a effect on capital expenditures while the Special Allocation Fund had a no 

effect on Capital Expenditures. 

Key words: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Share Fund, Capital 

Expenditure 
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PENDAHULUAN 

Pada era ini, pemerintah sangat perlu memperhatikan tentang pembangunan daerah. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah 

digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur pada suatu daerah. Dengan adanya rencana 

pembangunan daerah yang diarahkan kepada sektor swasta yang dapat meningkatkan dan mendorong 

terjadinya pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat daerah dapat lebih 

mandiri dalam mengelola pemberian dana alokasi transfer dari pemerintah pusat. Adanya fungsi 

alokasi dimaksudkan untuk mengurangi penggangguran dan pemborosan pada sumber daya serta 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas pada perekonomian daerah. Menurut Nugroho (2018) transfer 

dari pemerintah pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah hal ini 

dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Menurut Novianto dan Hanafiah (2015) 

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau 

pemerintah daerah agar presentasi pada belanja modal terus ditingkatkan paling tidak sebesar 30% 

yaitu lebih besar 2% dari target sebelumnya. Tetapi, pada kenyataannya pemerintah daerah belum 

sanggup untuk mencapai target tersebut. Menurut Dwi Retno dan Widiatmoko (2019) belanja modal 

memiliki pengaruh penting untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi tetapi sayangnya kurang 

diperhatikan oleh pemerintahan daerah. Menurut Adyatma dan Oktaviani (2015) pemerintah daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja 

rutin yang relatif kurang produktif dan tidak sesuai dengan pengalokasiaanya. Dengan begitu kita 

harus mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat. 

KAJIAN TEORI 

Teori Pelayanan (Strewardship Theory) 

Teori pelayanan atau strewardship theory menurut Sitti Nurnaluri & Ibnu Sulis (2020) 

merupakan suatu situasi atau keadaan dimana manajer tidak termotivasi terhadap tujuan individu 

namum lebih termotivasi pada tujuan hasil utama organisasi demi kepentingan bersama. Dalam 

sektor publik, pemerintahan dapat dikatakan sebagai steward yaitu bertugas dalam mengelola 

sumber daya dan rakyat selaku principal atau pemilik dari sumber daya sehingga pemerintah 

berusaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan sumber daya publik dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan membuat masyarakat merasa puas akan 

kinerja yang dilakukan oleh pemerintah (Retno dan Widiatmoko, 2019).  Dalam teori stewardship 

memiliki nilai positif yaitu meskipun kepentingan steward dan principal berbeda tetapi tetap akan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Berdasarkan teori, principal mengharapkan tanggung 

jawab sesuai dengan kontribusi steward (Yola, dkk 2020). 
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Belanja Modal 

Menurut PP RI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan belanja modal 

adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal merupakan 

suatu pengeluaran dalam rangka pembentukan modal bersifat menambah aset tetap atau aset 

lainnya dan memberikan mafaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal memiliki 

karakteristik yaitu menambah aset pemerintahan, masa manfaat lebih dari satu tahun dan 

memiliki nilai yang relatif material. Belanja modal dipergunakan untuk operasional kegiatan baik 

digunakan oleh sektor, masyarakat, dan publik. 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana 

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU 

ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan 

dalam negeri neto yang ditetapkan oleh APBN. DAU ditransfer oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Hal ini bersifat Block Grant yang artinya daerah diberikan keluasaan dalam 

penggunaan atau pemakaian sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dalam penyelenggaran urusan 

pemerintahan yang menjadi wewenangnya. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Kriteria 

pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut: 

a) Kriteria umum  

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD 

setelah dikurangi belanja PNS daerah. 

b) Kriteria khusus 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus 

dan karakteristik. 

c) Kriteria teknis 

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai.  

Dana Bagi Hasil (DBH) 

Menurut Undang- Undang No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desntralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri 

dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). 
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METODE 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian terhadap 

fenomena atau populasi diperoleh dari penelitian yang melalui pendekatan numerik dan proses 

penelitian diukur menggunakan analisis statistik. Sumber data yang digunakan didapat dari situs resmi 

Kementrian Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) mengunakan 

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2019. Dari laporan realisasi APBD dapat diperoleh data 

mengenai jumlah anggaran belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan kriteria data yang tersedia lengkap dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 pada Laporan Realisasi Anggaran dan APBD. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. teknik analisis dalam penelitian menggunakan 

analisis data panel yang diolah dengan Eviews 11. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar 

tidak terjadi kesenjangan guna melakukan desentralisasi. Menurut (Dwi Retno & Widiatmoko, 2019)   

DAU yang diterima oleh suatu daerah berisfat Block Grant ditunjukan untuk digunakan dalam belanja 

pemerintahan daerah termasuk Belanja Modal, rencana belanja cenderung optimis agar dana transfer 

DAU lebih besar. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan Widyastuti 

(2019) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan Lubis (2019) mengatakan 

bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja 

modal.  

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Dewi, ddk (2015) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan 

digunakan untuk meningkatkan pelayanan daerah dan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini 

diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2020) mengatakan bahwa DAK 

berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal dan menurut Annisa dan Suwarno (2020) 

mengatakan pula bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis kedua (H2) yang diajukan bahwa Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah degan 

mengunakan presentase untuk mendanai kebutuhan daerah guna memperbaiki keseimbangan vertikal 

antara pusat dan daerah. DBH berasal dari pajak dan SDA yang dimiliki oleh daerah tersebut, dan 

DBH pajak bersifat Block Grant yang diartikan bahwa penggunaan dana diserahkan kepada daerah 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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untuk kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana bagi 

hasil maka semakin tinggi juga belanja modal begitupun sebaliknya. Diperkuat oleh pendapat menurut 

Jannah, dkk (2017) mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal dan menurut Lubis (2019) memperoleh hasil penelitian yang mengatakan bahwa DBH 

berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

ketiga (H3) yang diajukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja modal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Regresi Data Panel 

 

 

 

 

 

 

                        

  
Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada tabel diatas yang telah diolah dengan Eviews  

11 dapat dibuat persamaan data panel dari tiga variabel yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut: 

Belanja Modal = -2.904416 + 0.927838 X1 - 0.028038 X2 + 0.191967 X3 + Ꜫ 

Keterangan: 

Y = Belanja Modal 

X1 = Dana Alokasi Umum 

X2 = Dana Alokasi Khusus 

X3 = Dana Bagi Hasil 

ε = Residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi 

Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

      
      

C  -2.904416 3.899391 -0.744839 0.4582 

X1  0.927838 0.151659 6.117933 0.0000 

X2  -0.028038 0.026523 -1.057102 0.2931 

X3  0.191967 0.096056 1.998492 0.0485 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

 
Gambar 1. Uji Normalitas 

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

 

Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa semua data berdistribusi secara normal dibuktikan 

dengan hasil probabilitas 0,269963 > 0,05.  

Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 X3 

    
    

X1  1.000000  0.588099  0.556837 

X2  0.588099  1.000000  0.344771 

X3  0.556837  0.344771  1.000000 
Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

Pada tabel menunjukkan nilai koefisien antar sesama variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana 

Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3)  lebih kecil dari pada 0,80 yang berarti data yang 

digunakan tidak terkena masalah multikolonieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

      

      

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      

C -1.236611 2.213933 -0.558558 0.5778  

X1 0.071955 0.091220 0.788804 0.4322  

X2 -0.013025 0.022163 -0.587710 0.5581  

X3 -0.007428 0.064706 -0.114790 0.9089  
     

Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 



Sarah dkk, Pengaruh DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal      100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probability variabel financial target, effective monitoring, 

change in auditor, auditor opinion dan change in director lebih dari 0,05 yaitu 0,9076; 0,3921; 

0,2363; 0,1846; dan 0,2333, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas (data homogen). 

 

Uji Hipotesis 

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

   
   
    R-squared 0.379511 

    Adjusted R-squared 0.360121 

   
   Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa hasil dari adjusted R-

squared sebesar 0.360121 yang artinya variabel independen seperti Dana Alokasi Umum (X1), Dana 

Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 36% dan 

64% (100%-36%) variabel Belanja Modal dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Tabel 4. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

   
    F-statistic 19.57223 

    Prob(F-statistic) 0.000000 
Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa F hitung memiliki 

nilai sebesar 19.57223 dengan nilai signifikan 0.000000 lebih kecil dari 0,05, artinya secara simultan 

atau bersama-sama variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Bagi 

Hasil (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. 

 

Tabel 5. Uji T (Uji Signifikansi Parsial) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
X1 0.927838 0.151659 6.117933 0.0000 

X2 -0.028038 0.026523 -1.057102 0.2931 

X3 0.191967 0.096056 1.998492 0.0485 

     Sumber: hasil pengolahan Data Eviews 11 

Variabel Dana Alokasi Umum (X1) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar 0.927838 

dengan nilai thitung sebesar 6.117933 dan nilai signifikansi sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05. Maka 
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hasilnya adalah H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Umum (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.  

Hal ini menunjukkan jika Dana Alokasi Umum (X1) meningkat maka Belanja Modal (Y) juga 

meningkat. Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN sebesar 26%, untuk digunakan sebagai 

pemerataan keuangan antardaerah dan mendanai kebutuhan daerah bertujuan untuk terlaksananya 

desentralisasi. Dana Alokasi Umum (X1) diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dengan memiliki sifat Block Grant yaitu pemerintah pusat memberikan keleluasaan dan kebebasan 

terhadap pemerintah daerah dalam penggunaan dan pemakaian sesuai dengan prioritas yang sedang 

digunakan oleh daerah tersebut dalam urursan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Hal ini 

diperkuat dengan adanya penelitian menurut Dali, dkk (2020), Lubis (2019), Widiyastuti (2017), 

Titiesih (2019), dan Salim (2017) namun berlawanan dengan Wahyuni (2020) dan Fradini, dkk (2020) 

yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. 

Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar -0.028038 

dengan nilai thitung sebesar -1.057102 dan nilai signifikansi sebesar 0.2931 lebih besar dari 0,05. Maka 

hasilnya adalah H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Khusus (X2) memiliki tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.  

Hal ini dikarenakan, penggunakan Dana Alokasi Khusus (X2) bersifat spesifik dengan aturan 

tegas dalam setiap mekanisme pemanfaatan daearh pada Kabupaten/Kota ataupun daerah memiliki 

penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan khusus yang diprioritaskan. UU Nomor 12 

Tahun 2018 mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) bersumber dari APBN kepala daerah 

tertentu bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus seperti urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional, kebutuhan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh APBN. APBN memberikan Dana Alokasi Khusus 

(X2) kepada Kabupaten/Kota tertentu. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan temuan penelitian 

yang dilakukan oleh Titiesih (2019), Puspitaningsih (2020) dan Asti (2020) yang mengatakan bahwa 

Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Tetapi, sependapat 

dengan penelitian menurut Satyarini (2020), Susanti dan Fahlevi (2016) dan Widyastuti (2017). 

Variabel Dana Bagi Hasil (X3) menunjukkan hasil dari koefisien regresi sebesar 0.191967 

dengan nilai thitung sebesar 1.998492 dan nilai signifikansi sebesar 0.0485  lebih kecil dari 0,05. Maka 

hasilnya adalah H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga hasil ini menunjukkan Dana Bagi Hasil (X3) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.  

Hal ini berarti, semakin meningkat Dana Bagi Hasil (X3) maka Belanja Modal (Y) juga 

meningkat. Dana Bagi Hasil (X3) diberikan kepada daerah berdasarkan presentase dengan tujuan 

pemerataan keuangan antardaerah yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah juga untuk 

mendukung terjalinnya desentralisasi, dana ini bersumber dari APBN. Dana Bagi Hasil memiliki sifat 

Block Grant dimana dana yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dana Bagi Hasil juga menerapkan teori 
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stewardship yaitu dimana pemerintah ingin mensejahterakan hidup masyarakat. Pemerintah dapat 

melakukan dengan cara memaksimalkan pelayanan pada publik, dan menambah aset agar belanja 

modal juga bertambah. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah yaitu dana transfer umum sebesar 25% yang didalamnya mencakup DAU dan DBH untuk 

pengalokasian pada alokasi pembangunan infrastruktur yang terdapat dalam belanja modal. Hasil 

penelitian didukung dengan adanya pendapat menurut Puspitaningsih (2020), Asti (2020), dan Lubis 

(2019). Pendapat ini berlawanan dengan hasil penelitian menurut Susanti dan Fahlevi (2016) serta 

Setyarini (2016) yang mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil (X3) tidak berpengaruh terhadap Belaja 

Modal. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan Eviews 11 untuk melakukan hasil 

analisis, pengujian hipotesis serta hasil. Dengan mengambil 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat selama 2015-2019, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat. Jika DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat, hal ini 

disebabkan karna DAU memiliki sifat Blockgrant dan DAU juga termasuk pada dana transfer 

umum yang 25% digunakan untuk pembangunan infrastruktur 

2. Dana Alokasi Khusus (X2) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan DAK bersifat spesifik dengan aturan yang tegas dan 

dalam pengunaan serta mekanisme pemanfaatan pada Kab/Kota memiliki pengunaan yang 

berbeda-beda sesuai prioritas. 

3. Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat. Jika DBH meningkat maka belanja modal juga meningkat, karna DBH diharapkan 

dapat meningkatkan pelayanan publik dan DBH merupakan salah satu sumber dari dana tansfer 

umum yang dimana 25% digunakan untuk pembangunan infrastruktur. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintahan Kab/Kota di JawaBarat 

Diharapkan untuk lebih munggunakan dana yang di transfer oleh pemerintah agar dipergunakan 

dengan sebaik mungkin untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta dapat 

meningkatkan alokasi belanja modal agar menambah aset dan investasi dan juga pembangunan 

insfrastruktur yang merupakan bagian dari belanja modal bagi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 
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Diharapkan lebih memperhatikan dalam mengelola data keuangan, memperluas cakupan 

penelitian, menambah variabel penelitian dan dengan periode waktu yang lebih panjang 

sehingga dapat menambah variasi penelitian. 
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